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The Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued a regulation on 
a small claim court in the form of a Supreme Court Regulation (PERMA) Number 
2 of 2015 concerning Procedures for Settling a Simple Lawsuit which is later 
supplemented with PERMA Number 4 of 2019 concerning Amendments to 
PERMA Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settling a Small Claim 
Court. 
This study aims: (1) to describe the implementation of a simple lawsuit by 
the issuance of new rules on a simple lawsuit that add several new provisions in 
PERMA Number 4 of 2019 specifically related to the expansion of the scope of 
legal territory for parties who wish to file a small claim court (2) to analyze what 
legal consequences arise if the new provisions in PERMA Number 4 of 2019 do 
not work properly. 
This type of research is the Library Research, the approach used is the 
Normative approach, data collection techniques through data collection online and 
offline and analyzed by Qualitative analysis methods. 
The results of this study indicate that with the birth of PERMA Number 4 
of 2019 as a reforming regulation of PERMA Number 2 of 2015 concerning 
procedures for settling a small claim court which brought several changes both 
related to the provisions and the existence of additional verses aimed at perfecting 
the old simple lawsuit regulations. These changes include changes in the value of 
disputes that were originally a maximum of Rp200,000,000.00 (two hundred 
million rupiah) to Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah), there is a 
policy of expanding the legal territory for the plaintiff who wants to file a small 
claim court, allowed seize the guarantee and set the time in the execution process. 
However, in the new simple lawsuit regulation which aims to perfect the old 
regulations, it is not free from weaknesses especially related to the expansion of 
the jurisdiction for those who want to file a samll claim court especially if it is 
associated with the principle of simple, fast, and low-cost justice. That is, one side 
there are improvements to the regulation but on the other hand there are still 
weaknesses. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 









Mahkamah Agug Republik Indonesia telah menerbitkan suatu peraturan 
tentang gugatan sederhana berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 
2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian 
dipebarui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan pelaksanaan gugatan 
sederhana dengan diterbitkanya aturan baru tentang gugatan sederhana yang 
menambah beberapa ketentuan baru dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 
khususnya terkait perluasan jangkauan wilayah hukum bagi pihak-pihak yang 
hendak mengajukan gugatan sederhana (2) untuk menganalisis akibat-akibat 
hukum apakah yang timbul bila ketentuan-ketentuan baru yang ada dalam 
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak berjalan semestinya. 
Jenis penelitian adalah Penelitian Kepustakaan, pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan Normatif, tekhnik pengumpulan datanya melalui 
pengumpulan data secara online dan offline serta dianalisis dengan metode 
analisis Kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan lahirnya PERMA Nomor 
4 Tahun 2019 sebagai peraturan pembaharu dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang membawa beberapa 
perubahan baik terkait ketentuan-ketentuan maupun adanya tambahan ayat yang 
bertujuan untuk menyempurnakan peraturan gugatan sederhana yang lama. 
Perubahan-perubahan tersebut diantaranya mengenai perubahan nilai sengketa 
yang semula maksmimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), adanya kebijaksanaan perluasan 
wilayah hukum bagi penggugat yang hendak mengajukan gugatan sederhana, 
diperbolehkanya sita jaminan dan ditetapkanya waktu dalam proses eksekusi. 
Namun dalam peraturan gugatan sederhana yang baru yang bertujuan untuk 
menyempurnakan peraturan yang lama tidak luput dari kelemahan khususnya 
terkait tentang perluasan wilayah hukum bagi pihak yang hendak mengajukan 
gugatan sederhana apalagi jika dikaitkan dengan asas peradilan sederhana, cepat, 
dan biaya ringan. Artinya, satu sisi terdapat perbaikan peraturan namun disisi lain 
masih terdapat kelemahan.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara 
pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau 
kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-
hubungan hukum yang spesifik. Interakasi dalam kehidupan bermasyarakat 
menghasilkan dua sisi yang berbeda yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama 
akan memudahkan masyarakat untuk saling tolong-menolong dalam hal 
kebaikan, sedangkan konflik biasanya akan memicu ketegangan. Setiap 
masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala 
sesuatunya berjalan dengan tertib. Hubungan hukum tersebut akan 
menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun 
pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan 
sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat 
menuju pada sengketa.1 
Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, 
diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu 
dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat juga disebabkan oleh adanya 
aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk 
dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena, setiap pihak akan 
                                               
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2010, hlm. 617.   
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berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi 
terjadinya sengketa menjadi semakin besar.  
Pada prinsipnya penyelesaian sengketa khususnya sengketa perdata 
terdapat dua cara yaitu penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan tanpa 
melalui pengadilan (nonlitigasi). Penyelesaian sengketa secara litigasi 
adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap 
pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan 
dan bantahan2, sedangkan penyelesaian secara nonlitigasi yaitu penyelesaian 
sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur 
penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak 
yang bersengketa. Beberapa bentuk penyelesaian sengketa non litigasi yaitu 
negosiasi, mediasi dan arbitrase.  
Dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas 
penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu peradilan sederhana, cepat dan 
biaya ringan. Maksud dari pada asas sederhana, yaitu hakim dalam 
pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara menggunakan 
bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti, dan berusaha 
semaksimal mungkin agar perkaranya diupayakan perdamaian.3 Asas cepat 
berkaitan dengan waktu penyelesaian suatu perkara. Ini juga berkaitan dengan 
upaya hukum (banding, kasasi dan Peninjauan Kembali) yang ditempuh para 
                                               
2 Kamus Bisnis, diakses dari http://kamusbisnis.com/arti/litigasi/, 14 Mei 2019 pukul 17:53 
WIB 
3  Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 23. 
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pihak.4 Kemudian, asas biaya ringan adalah bahwa biaya berperkara yang harus 
dibayarkan harus dapat dijangkau oleh kemampuan membayar masyarakat 
(kemampuan ekonomi) dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat 
mengajukan perkara secara prodeo (dibiayai oleh negara).5 Jadi, yang 
dimaksud dengan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah 
hakim dalam mengadili suatu perkara harus semaksimal mungkin untuk 
menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama dan murah. 
Pada praktiknya, penyelesaian sengketa di pengadilan khususnya 
perkara perdata memerlukan mekanisme yang panjang dan tidak sesederhana 
seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara 
perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur, 
antara lain tahap persiapan, tahap pengajuan dan pendaftaran surat gugatan, 
dan tahap persidangan. Pada tahap persidangan pertama, Majelis Hakim yang 
telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menawarkan 
adanya mediasi kepada para pihak yang bersengketa melalui mediator dengan 
jangka waktu yang diberikan selama 40 (empat puluh) hari dan dapat 
diperpanjang selama 14 (empat belas) hari atas permintaan para pihak. Apabila 
mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, dalam proses pemeriksaan 
perkara selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan para pihak 
                                               
4 Muhammad Yasin, Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, diakses dari 
https://hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--
dan-biaya-ringan/, 15 Mei 2019 pukul 15:22 WIB 
5 Ahmad Farih, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Peradilan Agama di Indonesia, 
diakses dari https//hakimmuda.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan/, 15 Mei 2019 
pukul 16:12 WIB 
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untuk menyelesaikan sengketanya secara damai sesuai ketentuan Pasal 130 
HIR (Herziene Indonesisch Reglement). 
Menjawab permasalahan ini, maka Mahkamah Agung melakukan 
suatu terobosan baru dalam sistem peradilan perdata, yaitu dengan 
dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court). 
Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu prosedur penyelesaian sengketa dengan 
memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara 
didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai 
penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi tetap 
memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang mempunyai daya 
paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).6 Hal ini merupakan gebrakan 
dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman 
di Indonesia yang patut diapresiasi sebagai upaya menciptakan prosedur 
penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebuah 
gebrakan yang membuka jalan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan 
yang selama ini mungkin berfikir seribu kali sebelum memutuskan untuk 
mengajukan gugatan karena alasan ketidakpastian lamanya penyelesaian 
gugatan. 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad 
Hatta Ali, SH. MH. menyatakan bahwa era perdagangan bebas, Indonesia 
menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki Small Claim 
                                               
6 Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya 
Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, <http://www. 
repository.unpad.ac.id/18336/1/ Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>, 2012, hlm. 10. 
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Court. Karena itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Small Claim Court 
ini dalam upaya mewujudkan upaya negara demokrasi modern dan 
meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Terbitnya 
PERMA ini juga menjadi salah satu cara mengurangi volume perkara di 
Mahkamah Agung. Soalnya dalam tiga tahun terakhir Mahkamah Agung 
menerima beban perkara sekitar 12 ribu hingga 13 ribu perkara per tahun. 
Hatta Ali menjelaskan PERMA gugatan sederhana ini diadopsi dari sistem 
peradilan Small Claim Court yang salah satunya diterapkan di London, 
Inggris.7 
Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, sengketa yang bisa 
diselesaikan adalah sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum 
dengan nilai sengketa maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 
tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan melalui pengadilan khusus, sengketa 
yang diajukan bukan sengketa hak atas tanah, pihak yang terlibat terdiri dari 
penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu kecuali 
memiliki kepentingan yang sama, terhadap tergugat yang tidak diketahui 
tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana, penggugat dan 
tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama, penggugat dan 
tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau 
tanpa didampingi oleh kuasa hukum, dan sengketa diselesaikan dengan 
tenggang waktu maksimal 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. 
                                               
7 Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Courtdapat dilihat  di 
http://hukumonline,com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-
court-i. Diakses pada tanggal 13/10/2019 
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Guna mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana, maka 
Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 
dengan peraturan baru yaitu PERMA Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan 
Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019. Hal ini dilakukan 
untuk mengoptimalkan penyelesaian Gugatan Sederhana yang dari tahun ke 
tahun jumlahnya semakin meningkat karena mendapat respon yang positif dari 
masyarakat pencari keadilan. Hal ini dapat dilihat pada laman (website) 
Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.8 
Perubahan atau penyempurnaan beberapa ketentuan yang terdapat 
pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 antara lain : kenaikan nilai materil gugatan 
maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), perluasan pengajuan 
gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum domisili tergugat, 
dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik, mengenal putusan 
verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat), mengenal verzet (perlawanan atas 
putusan verstek), mengenal sita jaminan, dan adanya eksekusi. 
Dengan adanya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tersebut apakah sudah 
bisa dikatakan sempurna dan memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat 
dan biaya ringan? Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, penulis ingin 
melakukan penelitian terhadap salah satu pasal yang terdapat dalam PERMA 
Nomor 4 Tahun 2019 yaitu yang berkaitan dengan perluasan wilayah hukum 
penggugat (pasal 4) dalam mengajukan gugatan sederhana yang kemudian 
                                               




dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “KAJIAN PELAKSANAAN 
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA 
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA” 
 
B. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian Gugatan Sederhana berdasarkan 
PERMA Nomor 4 Tahun 2019? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan dari PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata 
cara gugatan sederhana apabila penggugat berada diluar wilayah hukum 
tergugat? 
  
C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian yang peneliti lakukan maka tujuan yang ingin dicapai adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Gugatan Sederhana dengan 
diterbitkanya aturan baru tentang Gugatan Sederhana yang menambah 
beberapa ketentuan baru dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 khususnya 
terkait perluasan jangkauan wilayah hukum bagi pihak-pihak yang hendak 
mengajukan Gugatan Sederhana. 
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2. Untuk menganalisis akibat-akibat hukum apakah yang timbul bila 
ketentuan-ketentuan baru yang ada dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 
tidak berjalan semestinya. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat-manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan penelitian 
ilmiah serta dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia akademik. 
Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau 
referensi bagi penelitian berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan masyarakat mengenai 
penyelesaian Gugatan Sederhana terkait penerapanya apakah dirasa sudah 
efektif dan tepat baik secara teori maupun dalam praktek, apalagi dikaitkan 
dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Serta untuk 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian 
perkara khususnya perkara Gugatan Sederhana. Meski dari tahun ke tahun 
grafik jumlah perkara gugatan sederhana yang masuk cenderung naik 
namun tidak bisa dipungkiri tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga peradilan tergolong masih rendah.  
3. Bagi Penulis 
Menambah wawasan pengetahuan penulis tentang Efektifitas penerapan 
PERMA Nomor 4 Tahun 2019. 
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E. Tinjauan Pustaka 
Dalam sebuah penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan 
penelitian yang penulis lakukan walaupun memiliki tujuan yang berbeda. 
Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang 
lebih dulu membahas terkait dengan penelitian penulis, diantaranya adalah : 
1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2016 yang disusun oleh 
Alfi Yudhistira Arraafi dengan judul “Penyelesaian Gugatan Sederhana 
Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan”. Substansi dari skripsi tersebut 
membahas tentang karakteristik dari gugatan sederhana, perbedaan 
gugatan sederhana dengan gugatan biasa serta upaya hukum apa saja yang 
bisa diajukan oleh para pihak apabila tidak menerima putusan hakim 
dalam perkara gugatan sederhana. 
2. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Syarif 
Hidayatullah Institut Jakarta tahun 2017 yang disusun oleh Wardah 
Humaira dengan judul “Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca 
Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2015” (Studi Analisis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat). Substansi dari skripsi tersebut membahas tentang 
mekanisme dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jangka 
waktu gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. 
3. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan tahun 2018 yang 
disusun oleh Putra Raditya Pratama dengan judul “Tinjauan Yuridis 
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Gugatan Sederhana Dalam Persfektif Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan 
Biaya Ringan” (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2017/PN Mdn. 
Substansi dari skripsi tersebut membahas tentang pengertian gugatan 
sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2015 serta perbedaan antara gugatan sederhana dengan 
gugatan biasa.  
  
F. Metode Penelitian 
Guna memperoleh data-data yang lengkap, relevan dan valid dalam penelitian 
ini maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library 
Research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yang sumber 
datanya dapat diperoleh melalui penulusuran dokumen yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Alasan penggunaan jenis penelitian kepustaakaan 
adalah karena penelitian kepustaan ditujukan untuk memahami masalah 
secara mendalam guna menemukan pola, hipotesis, atau teori.   
2. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Normatif. 
Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep, asas-asas 
hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Penelitian dengan metode penelitian normatif dilakukan 
dengan cara penelitian terhadap asas atau doktrin hukum positif yang 
berlaku, penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan 
11 
 
terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis yang bertujuan 
untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan 
kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Metode 
ini juga meneliti terhadap taraf sinkronisasi hukum yaitu sejauh mana 
hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya.9  
3. Sumber Data 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
wwawancara dengan narasumber dan pihak-pihak terkait dengan 
penelitian ini. 
b. Data Sekunder, data atau bahan hukum yang terbagi menjadi :  
1) Bahan hukum primer berupa : 
a) HIR (Het Herzeine Indonesich Reglement); 
b) RBg (Rechtsreglement Buiten gewesten); 
c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sebagaiman Diubah 
Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Pengganti Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004); 
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Sebagaimana Diubah 
Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Umum; 
                                               
9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 24. 
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e) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Umum; 
f) PERMA No. 2 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah Dengan 
PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma 
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana; 
2) Bahan hukum sekunder berupa Jurnal Hukum dan artikel-artikel 
yang terkait dengan penelitian. 
4. Metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu : 
a. Pengumpulan data Online, yaitu mencari dan mengumpulkan informasi 
atau data-data sumber yang dilakukan melalui internet. Internet 
merupakan salah satu sarana pertukaran data/informasi yang paling cepat 
sampai saat ini. Data berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum maupun 
peraturan-peraturan bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. 
b. Pengumpulan data Offline, yaitu mencari dan mengumpulkan data-data 
sumber yang berasal dari buku, dokumen, perundang-undangan dan 
pustaka lainya yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. 
Pengumpulan data offline juga bisa dilakukan dengan wawancara, yaitu 
melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada 





5. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis 
bersifat kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara 
memadukan antara penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian 
kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, 
yurisprudensi dan referensi maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan 
objek penelitian ini. Data yang diperoleh disusun dengan bentuk 
penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, 
menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, 
dimana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri sub-sub bab. 
Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, sistematika 
penulisannya akan dibuat sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Tinjauan Pustaka 
F. Metode Penelitian 
G. Sistematika Penulisan 
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BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata 
1. Pengertian Hukum Acara Perdata 
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata 
3. Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia 
B. Tinjauan Tentang Guagatan Sederhana (Small Claim Court) 
1. Sejarah Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 
2. Pengertian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 
3. Sumber Hukum Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di 
Indonesia 
C. Tinjauan Tentang Tujuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 
Sebagaimana Dirubah Dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Mekanisme Penyelesaian Perkara Nomor 24/Pdt.GS/2019/PN Tgl 
B. Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Sederhana Berdasarkan 
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Dan PERMA Nomor 4 Tahun 
2019 










A. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata 
1. Pengertian Hukum Acara Perdata  
Hukum acara perdata yang juga disebut hukum acara formil, yaitu 
kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana 
melaksanakan hak-hak dan kewajiban kewajiban perdata sebagaiamana 
yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum acara perdata adalah 
hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin 
ditaatinya hukum perdata materil dalam praktek. Secara umum Hukum 
Acara Perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian 
perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukannya gugatan, 
pelaksanaan gugatan hingga turunnya putusan dari Majelis Hakim.10  
Dengan ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli terkait penjabaran 
definisi Hukum Acara Perdata : 
 Menurut Prof. Dr. R. M. Soedikno Mertokusumo, S.H. ”Hukum 
acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya 
menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. 
Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang 
                                               
10 Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, 
Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 2. 
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menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata 
materiil.”11  
Menurut Abdulkadir Muhammad “Hukum acara perdata adalah 
peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum 
perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perakara dimintakan 
melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan sebagai 
peraturan hukum yang mengatur proses penyelesain perkara perdata melalui 
pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dikeluarkan nya putusan 
hakim”.12   
Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. “Hukum acara 
perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana 
seorang harus bertindak terhadap dimuka pengadilan dan cara bagaimana 
pengadilan itu harus betindak satu sama lain untuk melaksanakan 
berjalannya peraturan hukum perdata”.13 
Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. “Hukum Acara Perdata Hukum 
Perdata Formil adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan 
mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perata Materiil”.14 
Tidak ada keseragaman batasan dari para ahli atau doktrina 
mengenai pengertian hukum acara perdata. Di dalam kehidupan 
bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang 
                                               
11  Ibid., hlm. 3. 
12 Ibid., hlm. 4. 
13 Ibid., hlm. 2. 
14 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori 
dan Praktik, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 1 dan 2. 
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berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan 
mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu 
sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk 
mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan dan kaidah 
hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat 
mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang 
ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian 
rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan di 
lingdungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang 
bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.  
Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum 
Perdata Materiil. Sebagai lawan Hukum Perdata Materiil adalah Hukum 
Perdata Formil. Hukum Acara Perdata yaitu hukum yang mengatur proses 
penyelesaian Perkara Perdata melalui Hakim (diperadilan), sejak 
diajukannya gugatan hingga turunnya Putusan oleh Majelis Hakim. Para 
Ahli hukum diindonesia dan dunia mendefinisikan hukum acara perdata 
melalui versi dan pandangannya masing-masing. 
Hukum acara perdata secara ringkas dapat disimpulkan adalah 
himpunan atau kumpulan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara 
pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum 
perdata dalam prakteknya. Jadi menurut penulis hukum acara perdata adalah 
sekumpulan peraturan yang bertujuan untuk ditaatinya hukum perdata 
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materiil, yang keputusannya diambil melalui pihak peradilan(hakim) dari 
masuknya gugatan sampai dikeluarkannya putusan dari majelis hakim. 
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata 
Dalam penerapan Hukum Acara Perdata dasar pegangan dalam 
praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, 
prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas hukum (Rechtbeginsellen) merupakan 
salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan 
abstrak, sehingga menjadi suatu roh atau spirit dalam suatu undang-undang. 
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyebutkan asas-asas hukum 
merupakan disiplin yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum 
(algemene rechtsleer).15 Roeslan Saleh menyebutkan bahwa tiap kali aparat 
membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke dalam 
kesadaran hukum dari pembentuk.   
Terdapat empat elemen substantif dalam asas Hukum Acara Perdata 
yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (philosophic), adanya asas-asas 
hukum (legal principle), adanya norma atau peraturan perundang-undangan 
(legal rules) dan yang terakhir adalah masyarakat hukum pendukung sistem 
tersebut (legal society). Paton menyebutkan sebagai suatu sarana membuat 
hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang ia menunjukkan, bahwa hukum 
itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau 
dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan 
sekedar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu disebabkan oleh karena 
                                               
15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam, Yogyakarta: 
Liberty, 2006, hlm. 36. 
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asas itu mengandung nilai-nilai tuntutan etis, apabila suatu peraturan hukum 
dipahami, mungkin tidak akan ditemukan pertimbangan etis di dalamnya 
dan dapat dirasa adanya petunjuk kearah yang diharapkan selama ini.16 
Setelah diketahui beberapa elemen substantif tentang asas hukum, akan 
dibahas lebih lanjut terkait  asas-asas yang digunakan dalam Hukum Acara 
Perdata. Adapun asas-asas Hukum Acara Perdata di Indonesia sebagai 
berikut :  
a. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum 
 Asas ini merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara 
di persidangan. Karena sebelum majelis hakim memulai menyidangkan 
perkara perdata, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa persidangan 
dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Hal ini berpengaruh 
kepada keabsahan dari putusan yang akan diputuskan oleh Majelis 
Hakim dan dapat berpengaruh pada batalnya putusan demi hukum 
sesuai dengan pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-
Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Secara formil asas ini membuka kesempatan social control yang 
berarti persidangan tidak mempunyai arti apabila dilangsungkan tidak 
secara terbuka untuk umum. Kecuali apabila ditentukan lain oleh 
Undang-Undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting 
yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh Hakim. 
                                               
16 Artikel Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata, tersedia di: 
http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata.pdf  
diakses pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 19.30 WIB. 
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Dalam praktiknya sering terjadi kontradiksi. Asas ini 
kebanyakan dilanggar oleh hakim maupun para pihak beserta kuasa 
hukumnya, dimana pada saat agenda pembacaan gugatan, surat tidak 
dibacakan oleh masing-masing pihak tetapi hanya diserahkan langsung 
kepada hakim seolah-olah telah dibacakan untuk  umum.17 Hal ini tentu 
berpengaruh terhadap pengunjung yang hadir tidak dapat mengetahui 
substansi gugatan dari para pihak sehingga pengunjung tidak lagi dapat 
mengontrol objektivitas Hakim.  
b. Hakim Bersifat Pasif   
Dalam Hukum Acara Perdata salah satu asasnya yaitu hakim 
bersifat pasif. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam 
memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan 
oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang 
ditentukan sendiri oleh para pihak.18  
Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi memberikan simpulan 
terkait pengertian hakim bersifat pasif ditinjau dari dua dimensi yaitu 
dari datangnya perkara dan dari sisi luas sengketa. Pertama dari sisi 
inisiatif datangnya perkara atau tidaknya gugatan bergantung pada 
pihak yang berkepentingan yang merasa ataupun dirasa bahwa haknya 
telah dilanggar orang lain. Apabila tidak diajukannya gugatan oleh para 
pihak maka tidak ada hakim yang mengadili perkara tersebut. Kedua 
                                               
17 Wahju Mulyono, Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Yogyakarta:  




dari sisi kuas sengketa, hanya para pihak yang berhak menentukan 
sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh 
para pihak yang bersangkutan.  
Jika dilihat dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg, para pihak dapat 
dengan bebas mencabut perkara yang telah diajukan ke pengadilan dan 
hakim tidak dapat menghalangi. Namun dalam praktiknya, penerapan 
asas “hakim bersifat pasif” telah mengalami pergeseran, khususnya 
terhadap ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg. Eksistensi dari 
Ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 RBg ini merubah pandangan agar 
hakim dalam mumutus perkara perdata bersifat lebih aktif.19 Dengan ini 
dapat diketahui bahwa hakim hanya akan mengadili perkara jika ada 
pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi dengan 
bergesernya asas tersebut hakim juga dituntut untuk bersifat lebih aktif 
dan berhak memberikan nasehat serta solusi kepada masing-masing 
pihak yang berperkara.   
c. Mendengarkan Kedua Belah Pihak Yang Berperkara  
Dalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa “Pengadilan mengadili 
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Artinya hakim 
dalam mengadili perkara perdata haruslah bertindak adil dengan 
memberlakukan kedua belah pihak yang berperkara dengan kapasitas 
yang sama dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak baik pada 
                                               
19  Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 18. 
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saat memeriksa, mengadili hingga memutus perkara. Hakim tidak boleh 
memberikan kesimpulan dasar dengan menyatakan salah satu pihak 
benar tanpa memberi kesempatan kepada pihak yang lainnya untuk 
mengemukakan dimuka pengadilan. Asas ini juga berlaku dalam 
penerapan beban pembuktian kepada para pihak. Dengan asas ini, 
hakim haruslah adil dalam memberikan pembuktian agar kesempatan 
menang atau kalah kedua belah pihak tetap sama. 
d. Beracara Dikenakan Biaya  
Pada dasarnya biaya proses untuk peradilan tingkat pertama 
ditetapkan oleh ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 ayat (3) PERMA dengan Nomor 2 tahun 
2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan Pengelolaan pada 
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.20 Asas ini diatur 
juga dalam pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183 HIR atau pasal 145 
ayat (4), pasal 192-194 Rbg. Dimana biaya perkara meliputi biaya 
kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya materai.  
 Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya 
perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR atau Pasal 273 RBg yang 
berbunyi “Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai 




penggugat maupun tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat 
memperoleh izin secara cuma-cuma”.21 
Dalam praktiknya, apabila seseorang akan berperkara secara 
cumacuma, para pihak yang bersangkutan harus benar-benar dalam 
keadaan tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak 
mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat 
tempat para pihak yang bersangkutan tinggal. Selanjutnya pendanaan 
bantuan hukum ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN).  
e. Putusan Hakim Harus Disertai Alasan-alasan  
Semua putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan 
putusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk 
mengadili, Pasal 184 HIR ayat (1) atau Pasal 195 ayat (1) RBg. 
Argumentasai ini dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan juga untuk menunjukkan 
bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan secara obyektif dan fair 
sehingga putusannya berwibawa bukan karena semata-mata diputuskan 
oleh hakim tertentu, melainkan karena argumentasi dari putusannya 




                                               
21 R Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIR RBg dan 
Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 209. 
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f. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Rringan  
Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : 
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.  
Maksud dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini 
adalah dalam setiap perkara yang masuk sejak saat pemeriksaan hingga 
turunnya putusan prosedurnya dilakukan secara sederhana tidak 
berbelit-belit sehingga berpengaruh terhadap jangka waktu selesainya 
perkara. Cepat, merepresentasikan bahwa peradilan harusnya 
dilaksanakan dalam durasi pemeriksaan yang cepat dengan 
memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak 
berimbas pada penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya 
proses pemeriksaan. Biaya ringan berarti dalam pelaksanaan hukum 
acara biaya ditekan seminimal mungkin sehingga terjangkau oleh 
seluruh lapisan masyarakat yang hendak mencari keadilan. 
3. Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia 
Sebagai pedoman dalam praktik, tentu hukum acara perdata 
mempunyai sumber hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam 
pemeriksaan ataupun penyelesaian perkara perdata. Sumber hukum acara 
perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya peraturan hukum acara 
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perdata yang berlaku.22 Adapun sumber-sumber hukum acara perdata yang 
berlaku di Indonesia yaitu : 
a. Het Herziene Inslands Regelemen (HIR) 
HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah 
pulau Jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari reglement 
bumiputera/reglement Indonesia (RIB) dengan staatsblad 1941 Nomor 
44. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata 
terdapat pada pasal 115-245 yang termuat dalam bab IX, serta beberapa 
pasal yang tersebar antara pasal 372-394.23  
Pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR mengenai banding telah diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan 
Ulangan di Jawa dan Madura. 
b. Rechtreglemet voor de Buitengewesten (Rbg) 
Awal mula sebelum Rbg berlaku, Regelemet op de Burgerlijke 
Rechtvondeling atau biasa disingkat dengan Rv adalah hukum perdata 
Eropa yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku untuk beberapa 
wilayah di Indonesia. Rv ternyata tidak cocok dengan hukum acara yang 
ada di Indonesia hingga diadakanlah penyesuaian dengan HIR. 
Rbg sendiri merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-
daerah luar pulau Jawa dan Madura.  
 
 
                                               
22  Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, 
hlm 3. 
23  Ibid.  
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c. Burgerlijk Wetboek (BW)  
Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 
kodifikasi dari hukum perdata materiil, meskipun merupakan kodifikasi 
tapi BW juga memuat ketentuan hukum perdata khususnya dalam buku 
IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865-1993). 
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di 
pulau Jawa dan Madura. 
Undang-Undang ini berlaku sejak 24 Juni 1947 yang menggantikan 
peraturan mengenai banding dalam pasal 188-194 HIR, sehingga pasal-
pasal tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya UU Nomor 20 
tahun 1947. 
e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Undang-undang ini telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena dirasa banyak 
kekurangan maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nonor 157) tentang 
Kekuasaasn Kehakiman yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 
2009 yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. 
f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 
Undang-undang ini mengatur tentang susunan Mahkamah Agung, 
kekuasaan Mahkamah Agung serta hukum acara Mahkamah Agung, 
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termasuk pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tentang sengketa 
kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali (PK). Undang-undang 
ini memuat ketentuan tentang hukum acara perdata. 
g. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 
Undang-undang ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1986. Kiranya perlu diketahui bahwa Undang-Undang 
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur susunan 
serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum juga sebagai 
sumber hukum acara perdata. 
h. Yurisprudensi 
Menurut S. J. F. Andrea dalam rechtgeleerdhandwoordenboek, 
yurisprudensi juga berarti peradilan pada umumnya dan ajaran hukum 
yang diciptakan dan dipertahankan dalam pelaksanaan peradilan. Di 
Indonesia yang menganut sistem hukum civil law yurisprudensi hanya 
sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan sebagai 
peraturan hukum yang mengikat.  
i. Adat Kebiasaan (Custom) 
Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. berpendapat bahwa kebiasaan yang 
dianut oleh para hakim dalam pemerikasaan perkara perdata, dapat 
dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang 
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tidak tertulis ini juga dapat menjadi sumber hukum acara demi menjamin 
suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan.24  
 
B. Tinjauan Tentang Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 
1. Sejarah Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 
Dalam sejarahnya, Small claim court didirikan oleh Pengadilan 
Cleveland pada tahun 1913. Ketika gagasan itu muncul pertama kali  
sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi orang miskin 
dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan keadilan di 
Cleveland.25  Small claim court yang bersifat longgar diimplementasikan 
pada pengadilan koalisi Norwegia yang didirikan pada tahun 1719 yang 
bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara yang diyakini 
memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak 
dengan menggunakan biaya yang tinggi. Small claim court yang pertama 
di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena 
proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal 
yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki 
penghasilan atau pengusaha kecil. 26 
Terdapat 5 (lima) komponen utama yang menjadi latar belakang 
pendirian Small claim court yaitu:27  
                                               
24  Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 
15.  
25 Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik 
Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court, hlm 2.  
26  Ibid., hlm 3.   
27  Steven Weller, John C Ruhnka, and John A Martin, “American Small Claim Courts,” in 
Small Claim Courts.. A Study edited by Chiristopher  Whelan, (Oxford: CkndomPres,1990), 
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a. Pengurangan biaya pengadilan 
b. Penyederhanaan proses permohonan berperkara 
c. Prosedur berperkara sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan 
hakim pengadilan dan aturan formal dari bukti yang telah diseleksi 
d. Hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu berperkara 
baik dalam persiapan sebelum ke pengadilan dan di pengadilan 
sehingga perwakilan oleh pengacara akan sebagian besar tidak 
diperlukan 
e. Hakim diberi kekuasaan untuk memerintahkan pembayaran angsuran 
secara langsung dalam putusannya 
Small claim court lebih banyak digunakan untuk perkara perdata 
berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan 
biaya murah. Small claim court juga dianggap sebagai jalan tengah yang 
menjembatani antara mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) 
yang sinpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas 
sebagai pengadilan. 
Small claim court yang kadang dibeberapa negara disebut juga 
dengan istilah Small Claim Tribual atau Small Claim Procedure yang 
lebih banyak berkembang di negara Common Law maupun negara-negara 
dengan sistem hukum Civil Law. Tidak kurang dari dua puluh negara 
berikut yang telah melaksanakan penyederhanaan prosedur pengadilan 
bagi klaim yang nilai perkaranya kecil, seperti Australia, Austria, Kanada, 
                                                                                   
page. 5, dalam Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Anita Afriana, Penerapan Acara 
Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa  
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Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, 
Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris 
dan Amerika Serikat dengan nama lembaga sebagai berikut28:  
a. The Small Claims Court terdapat di Negara Amerika Serikat dan 
Singapura.  
b. The Small Claims Tribunal terdapat di Negara New Zealand, 
Singapura dan Hongkong.  
c. The Consumer Claims Tribunal terdapat di Negara Australia.  
d. The Market Court terdapat di Negara Finlandia dan Swedia.  
Consumer Dispute Redressal Agencies/District Forum, terdapat di Negara 
India. 
2. Pengertian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 
Berdasarkan Black’s Law Dictionary,29 Small claim court diartikan 
sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (diluar mekanisme 
pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk 
mengambil putusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang 
nilai gugatanya kecil. 
John Baldwin dalam bukunya mendefinisikan bahwa Small claim 
court merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat infformal, 
sederhana, dan biaya murah serta kekuatan hukumya kurang mengikat. 
Dalam hal ini pihak yang berperkara diharapkan untuk mengajukan 
kasusnya sendiri tanpa bantuan dari seorang pengacara dan hakim 
                                               
28 Kurniawan, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan 
Negara-Negara Common Law System, jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke 44 
No 2 Edisi April-Juni 2014, hlm 283.  
29  Bryan A. Gardner, Black’s Law Dictionary, 8th edition, West Publishing, 2004 dalam jurnal karya 
Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan 
Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, Bandung: Universitas Padjajaran. 
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didorong untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif. Adapun tujuan 
small claim court adalah untuk dapat menyelesaikan perkara gugatan 
dengan waktu yang cepat, biaya yang murah, dan menghindari proses 
berperkara yang kompleks dan formal. 
Small claim court dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan 
waktu yang cepat, murah dan menghindari proses berperkara yang 
kompleks dan formal. Small claim court merupakan suatu lembaga hukum 
yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis 
untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang 
mahal. Small claim court juga diartikan sebagai pengadilan consiliasi bagi 
masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian 
sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses 
yang cepat. 
3. Dasar Hukum Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 
Small claim court di Indonesia tergolong baru, keberadaannnya 
secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan 
Mahmakah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini ditandatangani oleh Ketua 
MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada 
tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1172. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari 9 
(sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal. 
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Selang 4 (empat) tahun kemudian Mahkamah Agung 
mengeluarkan peraturan penyempurna dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 
yaitu PERMA Nomor 4 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang 
diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Hal ini dilakukan untuk 
mengoptimalkan penyelesaian Gugatan Sederhana yang dari tahun ke 
tahun jumlahnya semakin meningkat karena mendapat respon yang positif 
dari masyarakat pencari keadilan khususnya dari sektor perbankan. Hal ini 
dapat dilihat pada laman (website) Direktorat Jenderal Peradilan Umum 
Mahkamah Agung RI.30  PERMA Nomor 4 Tahun 2019 membawa 
beberapa perubahan ketentuan serta adanya tambahan pasal dan ayat 
sisipan. Dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan 
bahwa penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara 
pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai 
gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktianya sederhana. Dalam 
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 nilai maksimal gugatan materiil sebesar 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
Berikut beberapa perbedaan pokok antara PERMA Nomor 4 
Tahun 2019 dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagai berikut : 
 
 
                                               




PERMA Nomor 4 Tahun 2019 : 
a. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) 
b. Penggugat yang berbeda domisili wilayah hukum dengan tergugat 
dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, 
atau wakil institusi (dengan surat tugas dari institusi penggugat) yang 
berdomisili wilayah hukum yang sama dengan tergugat 
c. Dimungkinkan bagi Hakim untuk meletakkan sita jaminan 
d. Adanya upaya hukum verzet atas putusan verstek 
e. Ditetapkanya jangka waktu aanmaning (teguran) dalam proses 
eksekusi  
f. Dimungkinkan untuk menggunakan administrasi perkara di pengadilan 
secara elektronik, namun sampai tulisan ini dibuat masih dalam tahap 
ujicoba31  
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 : 
a. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) 
b. Antara pihak penggugat dan tergugat harus berdomisili dalam wilayah 
hukum yang sama 
c. Belum ada aturan mengenai sita jaminan 
d. Upaya hukum (perlawanan) hanya keberatan 
e. Terkait proses eksekusi, tidak ada batasan waktu aamaning (teguran) 
                                               





f. Belum ada aturan penggunaan administrasi perkara di pengadilan 
secara elektronik 
 
C. Tinjauan Tentang Tujuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana 
Dirubah Dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 
sebagaiaman telah dirubah melaui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 merupakan 
langkah besar Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan 
kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat kecil yang ingin 
mendapatkan keadilan namun terkendala dengan proses penyelesaian perkara 
yang lama dan biaya yang mahal. Apalagi beredar di masyarakat tentang 
istilah “memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau”. Selain itu 
peraturan tentang gugatan sederhana diharapkan dapat mengurangi volume 
perkara di Mahkamah Agung yang dari tahun ke tahun semakin menumpuk. 
Namun ada satu hal yang tak kalah penting dari tujuan dikeluarkanya 
peraturan tentang gugatan sederhana yaitu untuk menwujudkan penyelesaian 
perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga visi dan misi dari 
Mahkamah Agung bisa terwujud.  
Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu 
asas di peradilan umum. Hal ini sesuai dengan amanat. Hal ini sesuai dengan 
amanat dari “Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman “Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan 
dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Di sini penulis 
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akan memberikan penjelasan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan sebagai berikut: 
1. Asas Sederhana 
Sederhana bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara 
dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang 
jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. 
Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau 
diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin baik. Banyaknya 
formalitas dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk 
dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak 
seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum 
yang ada pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan 
untuk beracara di muka pengadilan.32  
Keserdehanaan beracara dan kesederhanaan peraturan-peraturan 
hukum acara akan mempermudah, sehingga akan mempercepat jalannya 
peradilan. Kesederhanaan berarti kesederhanaan prosedur peradilan yang 
tidak berbelitbelit atau formalitas-formalitas. Kesederhanaan rumusan 
berarti rumusan peraturan yang menggunakan bahasa hukum yang 
sederhana dan mudah dipahami tanpa meninggalkan bahasa hukum yang 
tepat. 
 
2. Asas Cepat 
                                               
32  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998, 
hlm. 154.  
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Peradilan cepat adalah menyangkut jalannya peradilan dengan 
ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan 
dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan diatas. 
Apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang 
lebih lama. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama 
berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya 
kondisi atau keadaan objek sengketa yang tentunya akan membawa 
pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya. 
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 
Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan 
Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah 
Agung, tenggang waktu penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan dengan 
ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan 
keterlambatan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Namun 
proses peradilan yang cepat tidak senantiasa mengurangi ketepatan dalam 
pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan. 
3. Asas Biaya Ringan 
Biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga 
dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan 
penyelesaiaan perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari 
kebenaran dan keadilan. 
Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk 
berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara 
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merupakan hal yang diidam-idamkan oleh para pencari keadilan. Hal 
tersebut rasional, jika dilihat seseorang ingin menuntut haknya namun 
masih dibebani biaya yang tinggi, meskipun di sisi lain soal menuntut atau 
tidak terserah kepada pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan 
asas bahwa berperkara harus dikenai biaya, akan tetapi jika disesuaikan 
dengan asas biaya ringan, maka seyogyanya Pengadilan juga tidak 
menetapkan biaya perkara yang sangat tinggi. Karena biaya perkara yang 
tinggi akan menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan 





BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA 
Nomor 4 Tahun 2019 
1. Ketentuan Dalam Gugatan Sederhana 
Dalam perkara gugatan sederhana terdapat persyaratan-persyaratan 
tertentu agar dapat diterima oleh Pengadilan Negeri untuk diseselaikan 
melalui penyelesaia gugatan sederhana yaitu:  
a. Nilai gugatan materiil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 
2019; 
b. Tata cara dan pembuktian yang sederhana (tidak dapat diajukan 
tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau 
kesimpulan)  
c. Diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam kewenangan peradilan 
umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama); 
d. Hanya perkara Wanprestasi (cidera janji) dan Perbuatan Melawan 
Hukum; 
e. Bukan perkara yang masuk kompetensi Pengadilan Khusus; 
f. Bukan sengketa hak atas tanah; 
g. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, 
kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; 
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h. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui; 
i. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum 
Pengadilan yang sama; 
j. Dalam hal penggugat yang berdomisili diluar wilayah hukum 
tergugat, maka penggugat harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil, 
atau wakil (dengan surat tugas dari institusi penggugat) yang 
berdomisili wilayah hukum yang sama dengan tergugat sebagaimana 
dalam Pasal 4 Ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019; 
k. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap 
persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa 
insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat; 
l. Penyelesaian perkara dilakukan dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari 
sejak sidang pertama 
m. Tidak ada prosedur mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA 
Nomor 1 tahun 2016 
n. Dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara 
elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
2. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 
Perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim 
tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Tahapan-tahapan 
dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana dalam PERMA ini masih 




b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana 
c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti 
d. Pemeriksaan Pendahuluan 
e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak  
f. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian 
g. Pembuktian 
h. Putusan 
Berikut penjelasan tentang tahapan-tahapan penyelesaian gugatan 
sederhana:  
a. Pendaftaran 
1) Pendaftaran dilakukan melalui meja PTSP (Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu) Kepaniteraan Perdata 
2) Penggugat menyerahkan kelengkapan gugatan berupa surat gugatan 
dan copy lampiran bukti-bukti yang sudah dilegalisasi serta surat 
kuasa (bila menggunakan jasa kuasa hukum) 
3) Surat gugatan bisa dibaut sendiri oleh penggugat maupun dengan 
mengisi blangko gugatan (yang berisi identitas penggugat dan 
tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan) yang 
telah disediakan di kepaniteraan perdata 
4) Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan 
sederhana berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 
5) Bila memenuhi syarat maka penggugat membayar biaya 
pendaftaran ke bank yang ditentukan (bisa melalui m-Banking atau 
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internet banking) untuk selanjutnya gugatan sederhana tersebut 
dicatat dan diregister dalam register khusus gugatan sederhana 
6) Penggugat menerima bukti tanda terima pendaftaran perkara dari 
petugas berupa kwitansi SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) 
b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana 
Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana dilakukan oleh 
Panitera. Bila sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran gugatan 
sederhana yang yang berlaku maka gugatan sederhana tersebut dicatat 
dalam buku register khusus gugatan sederhana. Namun jika Jika tidak 
memenuhi syarat-syarat tersebut maka gugatan tersebut dikembalikan 
kepada penggugat atau kuasanya. 
c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti 
Apabila pendaftaran gugatan diterima dan dicatat dalam register 
khusus gugatan sederhana, maka berkas gugatan sederhana diteruskan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Hakim melalui surat 
penetapan, dalam hal ini adalah Hakim tunggal. Langkah selanjutnya 
adalah penunjukan Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti 
oleh Panitera. 
Berkas gugatan sederhana tersebut kemudian diserahkan oleh 
bagian kepaniteraan perdata kepada Hakim tunggal yang telah ditunjuk 





d. Pemeriksaan Pendahuluan 
Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh Hakim tanpa dihadiri 
oleh para pihak. Pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan krusial 
karena di tahap ini Hakim berwenang menilai dan kemudian 
menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana atau 
bukan yang dikenal dengan istilah dismissal process. Hakim menilai 
syarat-syarat suatu perkara sebagai kategori perkara gugatan sederhana 
apa tidak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA 
Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu Hakim menentukan sederhana atau 
tidaknya pembuktian perkara ini. Apabila Hakim berpendapat bahwa 
berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim 
mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan sederhana 
tidak berlanjut dan memerintahkan mencoret gugatan tersebut dari 
register perkaradan sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada 
penggugat atau kuasanya. Atas penetapan ini tidak ada upaya hukum 
oleh penggugat. 
Apabila Hakim berpendapat bahwa gugatan termasuk dalam 
gugatan sederhana, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu 
penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.Penetapan Hari 
Sidang dan Pemanggilan Para Pihak 
Hakim dalam menentukan hari sidang harus memperhatikan 
bahwa jangka waktu pemeriksaan perkara gugatan sederhana adalah 25 
(dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Kemudian Hakim 
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memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan panggilan 
pertama kepada pihak penggugat dan tergugata atau kuasanya dengan 
membuat relaas atau surat panggilan sidang. 
e. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian 
Dalam sidang pertama yang dihadiri para pihak, Hakim harus 
berperan aktif dalam memberikan penjelasan meliputi: 
1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara 
berimbang kepada para pihak 
2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk 
menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian 
diluar persidangan 
3) Menuntun para pihak dalam proses pembuktian 
4) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempu oleh para pihak 
Ada beberapa ketentuan terkait dengan kehadiran para pihak 
baik penggugat maupun tergugat di persidangan yang termuat dalam 
Pasal 13 yaitu: 
1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa 
alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur 
2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka 
dilakukan pemanggilan kedua secara patut 
3) Dalam hala tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua secara patut 
maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek 
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4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari 
sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan 
diperiksa dan diputus secara contradictoir 
Di persidangan pertama Hakim harus mengupayakan 
perdamaian. Perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur 
oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi sebagaimana diatur 
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya 
mediasi dengan mediator, tetapi Hakim yang menangani perkara harus 
aktif mendorong para pihak untuk berdamai. Apabila perdamaian 
disepakati para pihak, maka perdamaian dituangkan dalam Putusan 
Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan Akta Perdamaian 
tidak dapat diajukan upaya hukum. Hakim tidak terikat pada 
perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan diluar 
persidangan yang tidak dilaporkan kepada Hakim sesuai dengan Pasal 
15 Ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2019. 
Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara disetiap 
persidangan menanyakan kepada para pihak apakah telah tercapai 
kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan 
kepada para pihak barangkali mereka lupa menyampaikan kepada 
Hakim jika memang telah terjadi kesepakatan perdamaian. Namun bila 
upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak tercapai pada 
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sidang pertama maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan 
jawaban atau pembuktian. 
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini menetapkan bahwa gugatan 
sederhana memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan paling lama 
25 (dua puluh lima hari) sejak hari pertama sidang. Dengan jangka 
waktu yang begitu singkat inilah yang menurut penulis menjadikan 
PERMA ini ‘melarang’ para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, 
eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan karena 
proses ini akan memakan waktu yang lama. 
f. Pembuktian 
Dalam persidangan pembuktian apabila pihak tergugat 
mengakui dalil gugatan secara bulat maka tidak perlu adanya bukti 
tambahan, namun terhadap dalil gugatan dibantaholeh tergugat maka 
Hakim melakukan proses pembuktiankepada para pihak sebagaimana 
hukum acara yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) dan 
(2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Namun meski pihak tergugat sudah 
mengakui dalil gugatan penggugat secara bulat, dikarenakan sejak awal 
bukti-bukti surat yang sudah dilegalisasi harus dilampirkan dalam 
berkas surat gugatan sederhana sebagai dalam mengajukan gugatan 
sederhana harus melampirkan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisasi, 
maka bukti-bukti surat tersebut dirasa masih perlu untuk 
dipertimbangkan oleh Hakim dalam membuat putusanya. 
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Ada hal menarik dalam PERMA gugatan sederhana yang baru 
ini, dimana sekarang diperbolehkan adanya peletakan sita jaminan yang 
tercantum dalam Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Sita 
Jaminan dilakukan atas perintah Hakim sebelum atau selama proses 
pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim membuat 
surat Penetapan. 
Ada 2 (dua) macam sita jaminan yaitu: 
1) sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag), 
diatur dalam Pasal 227 HIR / Pasal 261 RBg 
2) sita jaminan terhadap barang milik penggugat (revindicatoir 
beslag), diatur dalam Pasal 226 HIR / Pasal 260 RBg 
Permohonan sita jaminan yang telah diajukan oleh penggugat 
akan dimusyawahkan dengan seksama oleh Hakim yang telah ditunjuk 
oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani perkara gugatan 
sedehana ini, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat 
dikabulkan maka Hakim membuat penetapan sita jaminan. Sita jamina 
dilakukan oleh Panitera atau Jurusita yang disertai 2 (dua) orang 
pegawai Pengadilan Negeri sebagai saksi. 
Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat atau 
barang dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak 
tertentumilik penggugat yang ada ditangan tergugat (yang 
47 
 
dimaksud dalam surat gugatan), setelah terlebih dahulu mendengar 
keterangan pihak tergugat (Pasal 227 Ayat (2) HIR / Pasal 261 
Ayat (2) RBg) 
2) Apabila yang disita adalah sebidang tanah dengan atau tanpa 
rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai 
ketentuan dalam Pasal 227 Ayat (3) jo. Pasal 198 HIR / pasal 261 
jo. Pasal 213 dan Pasal 214 RBg. 
3) Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar(bersertifikat), 
penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, namun 
bila belum terdaftar (belum bersertifikat) maka penyitaan harus 
didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan 
dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum 
4) Barang yang disita meski jelas adalah milik penggugat dan disita 
secara revindicatoir, harus tetap dipegang/dikuasai oleh tersita dan 
tidak boleh dititipkan kepada Lurah atau kepada penggugat atau 
membawa barang itu untuk disimpan di Kantor Pengadilan Negeri. 
Apabila telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai 
perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, maka sita 
jaminan harus diangkat.  
g. Putusan 
Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk 
umum, selain itu juga Hakim wajib memberitahukan hak para pihak 
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untuk mengajukan keberatan atau verzet (perlawanan terhadap putusan 
verstek). 
Berkaitan dengan putusan dan berita acara persidangan dalam 
penyelesaian sengketa gugatan sederhana harus memenuhi hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Kepala putusan dimulai dengan irah-irah yang berbunyi “Demi 
eadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
2) Di dalam putusan terdapat identitas para pihak 
3) Terdapat uraian singkat mengenai duduk perkara 
4) Terdapat pertimbangan hukum 
5) Adanya amar putusan 
Apabila dalam hal pembacaan putusan tersebut para pihak tidak 
hadir, maka Hakim memerintahkan pada Jurusita untuk menyampaikan 
pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan 
diucapkan. Salinan putusan yang diminta oleh para pihak diberikan 
paling lambat 2 (dua) hari setelah pembacaan putusan. 
Terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dalam pasal 
Pasal 20 yang tidak diajukan upaya keberatan sebagaimana dalam Pasal 
22 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, maka putusan tersebut 
berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekutan hukum tetap 





3. Upaya Hukum Dalam Gugatan Sederhana 
Dalam pembacaan putusan sudah ditegaskan bahwa Hakim wajib 
memberitahukan pada para pihak tentang hak para pihak untuk 
mengajukan keberatan atau verzet (perlawanan terhadap putusan verstek). 
Berikut upaya hukum yang ada dalam gugatan sederhana: 
a. Keberatan 
Para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Hakim 
diperbolehkan mengajukan upaya keberatan. Keberatan diajukan lambat 
7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan diucapkan atau 7 (tujuh) hari 
setelah pemberitahuan putusan disampaikan bilamana ada pihak yang 
tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut. 
Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu 
pengajuan yang telah ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (1) PERMA 
Nomor 2 Tahun 2015, maka permohonan keberatan tersebut dinyatakan 
tidak dapat diterima dengan dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri berdasarkan surat keterangan dari Panitera. Berikut runutan 
pengajuan permohonan keberatan: 
1) Pihak pemohon yang mengajukan keberatan mengisi blangko 
pemeriksaan keberatan yang yang disediakan di Kepaniteraan 
Perdata 
2) Pemohon keberatan membayar biaya panjar perkara yang telah 
ditentukan (besar kecilnya biaya panjar perkara tergantung dari 
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banyaknya pihak yang berperkara dan radius tempat tinggal para 
pihak) 
3) Berkas permohonan keberatan diterima dan diperiksa 
kelengkapanya oleh Kepaniteraan Perdata dengan disertai memori 
keberatan 
4) Pihak pemohon keberatan menadatangani akta pernyataan 
keberatan dihadapan Panitera disertai dengan alasan-alasanya 
5) Jurusita menyampaikan pemberitahuan keberatan beserta memori 
keberatan kepada pihak termohon keberatan paling lambat 3 (tiga) 
hari sejak permohonan keberatan diterima oleh Pengadilan Negeri 
6) Pihak termohon keberatan dapat menyampaikan kontra memori 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan 
disampaikan. 
Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 
Negeri untuk memeriksa dan memutus upaya keberatan ini adalah 
Hakim senior, artinya lebih senior dari Hakim yang memeriksa perkara 
gugatan sederhana tersebut. Hakim yang ditunjuk segera memeriksa 
berkas permohonan keberatan paling lambat 1 (satu) hari setelah berkas 
dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar: 
1) Putusan dan berkas gugatan sederhana 
2) Permohonan keberatan, memori keberatan, dan kontra memori 




3) Tidak ada pemeriksaan tambahan dalam pemeriksaan keberatan ini. 
Putusan terhadap upaya keberatan diucapkan paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah tanggal penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan 
Negeri. Ketentuan atas isi putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 
20 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis (perubahan-perubahan yang 
diperlukan atau penting) terhadap isi putusan keberatan. 
Pemberitahuan putusan keberatan disampaiakan kepada para 
pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan keberatan diucapkan. 
Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak 
disampaikannya pemberitahuan putusan dan putusan keberatan 
merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, 
kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). 
Dalam hal pihak yang kalah tidak mematuhi putusan gugatan 
sederhana maupun putusan keberatan, maka pihak pemenang dapat 
mengajukan permohonan eksekusi yang diatur dalam Pasal 31 Ayat 
(2a) (2b) (2c) (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang ditujukan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri. Bila dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 
belum adanya penentuan jangka waktu aanmaning (teguran) sejak 
diajukanya permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri, maka 
dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sudah ada penentuan batas waktu 




Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan aanmaning 
(teguran) kepada pihak tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
setelah permohonan eksekusi diterima (setelah mendaftar dan 
membayar biaya eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku). Bila dalam 
waktu 7 (tujuh) hari sejak penetapan aanmaning tidak ada itikad baik 
dari tergugat, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan 
tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
penetapan aanmaning. Namun ketentuan penetapan tanggal 
pelaksanaan aanmaning ini tidak bersifat kaku. Dengan alasan lokasi 
geografis daerah yang satu dengan yang lainya berbeda-beda maka 
Ketua Pengadilan Negeri dapat menyimpangi ketentuan tersebut, yang 
artinya Ketua Pengadilan Negeri diperbolehkan menetapkan tanggal 
pelaksanaan aanmaning melebihi 7 (tujuh) hari bila tidak 
memungkinkan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Ayat (2c) 
PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Apabila putusan yang sudah 
berkekuatan hukum tetap namun tidak dipatuhi, maka putusan 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. 
Seluruh jalanya persidangan dicatat oleh Panitera Pengganti 
dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan 






b. Verzet (Perlawanan) 
Verzet di diajukan atas dasar adanya putusan verstek, yaitu 
putusan yang dibuat oleh Hakim tanpa pernah dihadiri oleh pihak 
tergugat dari sidang pertama sampai pembacaan putusan. 
Mekanisme pengajuan gugatan verzet pada intinya sama dengan 
pengajuan keberatan, bedanya hanya dalam verzet tidak ada aturan 
mengenai jangka waktu pemeriksaan upaya hukum verzet. 
 
2. Pelaksanaan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara 
Gugatan Sederhana Apabila Penggugat Berada Diluar Wilayah Hukum 
Tergugat 
Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan 
tentang gugatan sederhana yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai 
pembaharu peraturan gugatan sederhana yang sudah ada sebelumnya yaitu 
PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Hal ini dilakukan guna mengakomodir 
kekurangan-kekurangan yang ada serta menyempurnakan peraturan gugatan 
sederhana yang sudah ada.  
Perubahan-perubahan mendasar yang ada dalam PERMA Nomor 4 
Tahun 2019 diantaranya adalah: 
g. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) 
h. Penggugat yang berbeda domisili wilayah hukum dengan tergugat dapat 
mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau 
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wakil institusi (dengan surat tugas dari institusi penggugat) yang 
berdomisili wilayah hukum yang sama dengan tergugat 
i. Mengenal adanya sita jaminan 
j. Adanya upaya hukum verzet atas putusan verstek 
k. Ditetapkanya jangka waktu aanmaning (teguran) dalam proses eksekusi  
l. Dimungkinkan untuk menggunakan administrasi perkara di pengadilan 
secara elektronik. 
Berkaitan dengan perubahan tentang kebijakan perluasan wilayah 
hukum dimana dalam peraturan terdahulu hanya diperuntukkan bagi 
penggugat dan tergugat yang berdomisili wilayah hukum yang sama, dalam 
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sudah dibolehkan gugatan sederhana 
diajukan oleh penggugat yang yang berbeda domisili wilayah hukum 
tergugat. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 
2019 yang berbunyi “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum 
tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan 
menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah 
hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”. 
Kebijakan ini dikeluarkan karena banyaknya keluhan-keluhan dari peancari 
keadilan yang terhalang dengan aturan keharusan para pihak yaitu 
penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama.  
Namun kebijakan perluasan wilayah tersebut dirasa belum 
sepenuhnya memnuhi harapan bagi pihak-pihak yang hendak mengajukan 
gugatan tapi terkendala karena berbeda domisili wilayah hukum dengan 
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tergugat. Ada dualisme pandangan terkait kebijakan ini, baik dari kalangan 
pengadilan sebagai pelaksanan gugatan sederhana dan masyarakat pencari 
keadilan. Apalagi ada aturan dimana pihak prinsipal (penggugat dan 
tergugat) wajib hadir di persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 
2019 yang berbunyi “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara 
langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, 
kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat”.  
Mengenai permasalahan ini penulis melakukan wawancara dengan 
para narasumber yang berasal dari kalangan pengadilan dalam hal ini Hakim 
dan Panitera Pengadilan Negeri Tegal serta dari kalangan masyarakat yaitu 
orang yang pernah berperkara gugatan sederhana. Hasil dari wawancara 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Terkait masalah penggugat dan tergugat wajib hadir dalam persidangan 
dengan atau tanpa kuasa (domisili wilayah hukum penggugat dan 
tergugat yang sama maupun berbeda), didalam praktik pihak Pengadilan 
‘terlalu bijaksana’ dalam mengakomodir pihak penggugat khususnya dari 
pihak perbankan. Sebagai contoh Pimpinan Cabang PT. Cabang Tegal 
(dalam hal ini sebagai penggugat) menandatangani surat kuasa, 
seharusnya pimpinan cabang PT. BRI Cabang Tegal wajib hadir di 
persidangan meskipun sudah memberi kuasa jika mengacu pada Pasal 4 
ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 karena pimpinan cabang dalam 
hal ini adalah pihak penggugat (prinsipal), namun bagi pihak non 
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perbankan pihak penggugat (prinsipal) wajib hadir. PERMA Nomor 4 
Tahun 2019 tidak menghapus kewajiban kehadiran bagi para pihak, 
masih mempertahankan status quo dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. 
Hal ini dirasa mubazir.33 
b. Aturan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 
2019 terkait kewajiban hadir bagi penggugat (prinsipal) dengan atau 
tanpa didampingi kuasa meskipun sudah menunjuk kuasa, filosofisnya 
adalah penyusun PERMA ini menghendaki sidang itu dihadiri langsung 
oleh para pihak langsung dan tidak menunjuk kuasa untuk mendampingi 
karena gugatan sederhan sifatnya sederhana dan pembuktianya mudah. 
PERMA ini juga memberikan alternatif meskipun nanti para pihak 
didampingi oleh kuasanya tetapi filosofisnya gugatan sederhana harus 
diselesaikan sendiri oleh para pihak. Namun dalam hal ini tergantung 
praktek dilapangan, tidak menjadi masalah apabila kuasa yang ditunjuk 
tidak menghadiri persidangan apabila sebelumnya Hakim setelah melihat 
surat persetujuan (surat kuasa) para pihak yang diwakili oleh kuasanya 
dan mendapatkan persetujuan dari prinsipalnya (penggugat dan 
tergugat).34 
c. Dalam hal ini ketentuan Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 
mengenai pemberian kuasa merupakan sebuah peluang dan tantangan 
yang dalam penyelesaian gugatan sederhana. Disatu sisi merupakan 
                                               
33 Wawancara dengan Haklainul Dunggio, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal, di 
Pengadilan Negeri Tegal, tanggal 30 Desember 2019 Pukul 11.02 – 11.35 WIB. 
34 Wawancara dengan Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tegal, di 




sebuah peluang karena dapat mempermudah penyelesaian sengketa 
perdata di Pengadilan melalui gugatan sederhana karena sekat atau batas 
persyaratan mengenai wilayah hukum domisili atau tempat tinggal antara 
penggugat dan tergugat tidak harus berada dalam satu wilayah hukum 
Pengadilan yang sama hal ini sangat diperlukan karena proses 
penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana juga relatif menjadi 
cepat karena pemanggilan para pihak tidak ada pendelegasian wewenang 
antar Pengadilan untuk pemanggilan pihak yang berdomisili atau tempat 
tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan, namun disatu sisi hal tersebut 
menjadi tantangan atau hambatan juga karena prinsip dari gugatan 
sederhana yaitu penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya 
ringan. Dalam spirit biaya ringan tersebut tidak terpenuhi karena 
menggunakan jasa kuasa hukum (pengacara/advokat) karena untuk 
menggunakan jasa penasehat hukum dibutuhkan biaya yang tidak 
murah.35 
Dari hasil wawancara terkait kebijakan perluasan wilayah hukum 
serta kewajiban hadi bagi penggugat dan tergugat di persidangan meski 
sudah menunjuk kuasa tersebut disa disimpulkan menjadi 2 (dua) jawaban 
yang berbeda. Yang pertama, peraturan tersebut dimaksudkan agar 
tercapainya kesepakatan perdamaian dari para prinsipal yaitu penggugat dan 
tergugat. Karena dengan kehadiran penggugat dan tergugat Hakim dapat 
mengupayakan perdamaian di sidang pertama. Dengan sifat gugatan 
                                               
35 Wawancara dengan Tony Prasetyo Juarisanto, Karyawan PT. BPR Central Artha Tegal, 
di Pengadilan Negeri Tegal, tanggal 19 Desember 2019 jam 16.00 – 16.25 WIB. 
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sederhana yang penyelesaian dan pembuktianya sederhana, diharapkan 
kesepakatan perdamaian secepatnya tercapai. Kuasa hukum atau kuasa 
insidentil sifatnya hanya mendampingi dan tidak mempunyai wewenang 
untuk memutuskan perdamaian. Sementara jawaban yang kedua, peraturan 
tersebut merupakan suatu kelemahan karena mencederai asas peradilan yaitu 
asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 
2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Dalam kebijakan perluasan wilayah hukum bisa dikatakan memberi 
sebuah peluang dan tantangan dalam penyelesaian gugatan sederhana. Dari 
sisi peluang disini bisa diartikan dapat mempermudah penyelesaian 
sengketa perdata di Pengadilan Negeri melalui gugatan sederhana karena 
sekat atau batas persyaratan mengenai wilayah hukum domisili atau tempat 
tinggal antara penggugat dan tergugat tidak harus berada dalam satu wilayah 
hukum Pengadilan Negeri yang sama. Hal ini sangat diperlukan karena 
proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana relatif menjadi cepat 
karena tidak ada pendelegasian wewenang antar Pengadilan Negeri untuk 
pemanggilan pihak yang berdomisili atau tempat tinggal di luar wilayah 
hukum Pengadilan Negeri. Sementara itu dari sisi tantangan atau hambatan 
karena prinsip dari gugatan sederhana yaitu penyelesaian sengketa yang 
cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam spirit biaya ringan tersebut tidak 
terpenuhi karena menggunakan jasa kuasa hukum (pengacara/advokat) 
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dibutuhkan biaya yang tidak murah. Hal ini akan sangat menyulitkan bagi 
masyarakat yang tidak mampu namun ingin memperjuangkan haknya dalam 
mencari keadilan. Perbedaan wilayah domisili juga dapat mempengaruhi 
dari segi biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan serta waktu yang 
ditempuh untuk menghadiri setiap persidangan. Karena bisa saja antara 









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang 
telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan 
yaitu: 
1. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana pada dasarnya mempunyai 
karakteristik yang berbeda dengan penyelesaian perkara gugatan biasa, 
seperti tidak adanya proses jawab jinawab antar pihak, jangka waktu 
penyelesaian yang singkat yaitu 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang 
pertama, diperiksa oleh Hakim tunggal, yursidiksi penyelesaian gugatan 
sederana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum 
harus berada dalam satu wilayah hukum (dalam hal penggugat berbeda 
wilayah domisili hukum penggugat harus menunjuk kuasa), subyek dari 
penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu penggugat dan satu tergugat 
tidak boleh lebih kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, upaya 
hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum keberatan (verzet atas 
putusan verstek). 
2. Pelaksanaan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 
sebagaiman diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dalam hal 
penggugat berbeda domisili wilayah hukum dengan tergugat dirasa masih 
terdapat perbedaan persepsi dimana dari pihak pengadilan yang 
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menganggap kebijakan tersebut dapat mengakomodir kepentingan pihak 
yang hendak mengajukan gugatan sederhana namun berada diluar wilayah 
hukum tergugat, namun di pihak lain yang menganggap hal tersebut tidak 
selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.  
 
B. Saran 
1. Penyelesaian sengketa gugatan sederhana tentunya memerlukan suatu kerja 
keras dari seluruh elemen yang ada baik bagi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia sebagai lembaga yang melahirkan peraturan, Pengadilan Negeri 
sebagai lembaga pelaksana penyelesaian gugatan sederhana, maupun bagi 
masyarakat sebagai pihak yang berperkara. Semuanya harus bekerja sama 
satu sama lain agar tercipta hasil akhir yang berkeadilan. 
2. Guna mengatasi kelemahan yang ada dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 
khususnya dalam pasal 4 mengenai perluasan wilayah hukum bagi 
penggugat yang hendak mengajukan gugatan sederhana hendaknya 
mendapatkan pertimbangan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
sebagai lembaga pembuat peraturan gugatan sederhana agar selalu mengacu 
pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Semoga dengan 
adanya pembenahan-pembenahan yang ada dapat meningkatkan 
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